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Selanjutnya disebut Pemohon (BUKTI P1)

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan ini terlebih dahulu menjelaskan kewenangan
Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal
501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, Pasal 533,Pasal 284
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn
2017, LN No 182, TLN No.6109) (BUKTI P2) terhadap Undang Undang Dasar
1945 (BUKTI P3) adalah sebagai berikut :
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Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 junco Pasal 10 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24 tahun 2003, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4316], sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU
8/2011, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5076, selanjutnya disebut UU 48/2009], Pasal 9 ayat (1) Unndang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234] maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi
adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Bahwa Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal
523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, Pasal 533,Pasal 284 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi obyek
gugatan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar dalam permohonan ini
merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa adapun dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 473 ayat (2),
Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516,
Pasal 521, Pasal 533,Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945,
pemohon menjadikan batu uji permohonan sebagai berikut:

1) Pembukan Undang-Undang Dasar 1945 :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat...”

2) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 :
Negara Indonesia adalah Negara Hukum;

3) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 :
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;




4) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :
Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya;

5) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 :
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian
Undang-Undang ini.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi ( UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima
sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD
Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah ;

1.

Menjelaskan kedudukannya dalam permohonanya, yaitu apakah yang
sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum
adat, badan hukum, atau lembaga negara;

Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam
kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat
diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/
2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20
September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian
hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1)
UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a.

Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945:

Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan penguijian;

Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi,

Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan penguijian;



e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi;

Bahwa terhadap lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh
Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam
pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman
59), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar
pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan
NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan
publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh
Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan
pengujian; baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945
(lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995)".

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan
kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik
yang akan dideritanya sebagai berikut :

1. Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, yang sehari-hari bekerja
sebagai Advokat.(BUKTI P4 dan BUKTI P5)

2. Bahwa Pemohon sebagai Advokat berkewajiban memperjuangkan
kepentingan umum (public interests advocacy), mencerdaskan kehidupan
bangsa, mewujudkan negara kesejahteraan, sesuai Cita Idil yang dikandung
di dalam UUD 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara.

3. Bahwa Pemohon sehari-hari juga menangani perkara di bidang kepemiluan
dan bekerja di bidang kepemiluan.

4. Bahwa pemohon setelah membaca dan mengkaji Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum menemukan beberapa pasal
bermasalah yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, dan
menghambat penegakan hukum.

5. Bahwa Pasal-Pasal yang bermasalah tersebut memiliki implikasi terhadap
pelaksanaan tugas sebagai Advokat khususnya ketika dalam mendampingi
klien/pemohon bantuan hukum.

6. Bahwa Pasal-pasal bermasalah tersebut meliputi

1) Pasal 473 ayat (2) mengatur yang dapat diperselisihkan ke Mahkamah
Konstitusi adalah Hasil Pemilu berupa perselisihan penetapan
perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta
pemilu. Padahal KPU juga menetapkan Ambang batas Parliamentry
Treshold 4% sebelum ditentukan perolehan kursi peserta pemilu.
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2)

3)

4)

5)

Sehingga apabila konstruksi Pasal 473 ayat (2) dipertahankan maka
Partai Politik yang dapat mengajukan perselisihan hasil pemilu Anggota
DPR (DPR RI) hanyalah Partai Politk yang lolos ambang batas 4%,
padahal bisa sangat mungkin partai politik mengajukan perselisihan
terkait lolos atau tidaknya ambang batas 4%. Misalnya Partai A
berdasarkan penetapan KPU memiliki ambang batas 3,6%, maka
Partai A tidak dapat mengajukan perselisihan hasil pemilu.

Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR,
DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan

perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta
Pemilu.

Pasal 474 ayat (1) yang membuka peluang Perselisihan Hasil Pemilu
hanya dapat diajukan oleh badan hukum Partai Politk yang harus
ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Pasal Pengulangan/Sama Subtansi

a. Pasal 521 mengatur sanksi pidana larangan politik uang Pasal
280 ayat (1) huruf j yang sebenarnya sudah diatur di dalam
Pasal 523

b. Pasal 501 mengatur sanksi Pidana bagi KPPS yang tidak
melaksanakan pemungutan suara ulang yang sebenarnya sudah
diatur di dalam Pasal 502.

c. Pasal 533 mengatur sanksi pidana yang memilih lebih dari satu
kali yang sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 516

Pasal salah rujukan Pasal

a. Pasal 523 seharusnya merujuk pada Pasal 284, namun faktanya
merujuk pada pasal 280 ayat (1) huruf j.
b. Pasal 488 seharusnya merujuk pada Pasal 202, namun faktanya

merujuk pada Pasal 203

Ketidakpastian hukum terhadap politik uang pada masa kampanye
terhadap pelaku yang meminta peserta kampanye untuk memilih calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, karena
peristiwa pidana tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang
khususnya Pasal 284.

Bahwa Pasal-Pasal yang bermasalah tersebut telah menimbulkan
ketidakpastian hukum, membuat penegakan hukum pemilu menjadi tidak adil
dan tidak dapat diterapkan oleh para penegak hukum, yang pada akhirnya
bisa menimbulkan hambatan dan kerugian konstitusional bagi pemohon yang
berprofesi sebagai Advokat dalam menjalankan tugas.




C.

Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kualifikasi  untuk
mengajukan permohonan pengujian a quo, sebagaimana disyaratkan oleh
Pasal 51 ayat (1) UU MK sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing, legitima persona standi in judicio) untuk bertindak sebagai
para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo

POSITA

Adapun alasan-alasan Pemohon terhadap pengujian Pasal 473 ayat (2), Pasal 474
ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, Pasal
533,Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU
No 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No.6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia dengan uraian sebagai berikut

1.

Pasal 473 ayat (2) tidak membuka ruang perselisihan hasil berupa
perselisihan ambang batas dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota terpilih

Pasal 473

(1)  Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta
Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara
nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota
DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan
penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan
kursi Peserta Pemilu.

(8) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden secara nasionat meliputi perselisihan penetapan
perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.

BAB X
PENETAPAN HASIL PEMILU
Pasal 411

(1)  Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas perolehan suara
Pasangan Calon.

(2) Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik, calon
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta
perolehan suara calon anggota DPD.

(3) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota, DPR,
DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.




Pasal 414

(1)  Partai Politik Peserta Pemilu harls memenuhi ambang batas perolehan
suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara
nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota
DPR

(2)  Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan
perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa BAB X yang mengatur penetapan Hasil Pemilu, Hasil pemilu yang
ditetapkan KPU termasuk juga penentuan Partai Politik yang memenuhi
ambang batas 4 % (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional
sebagai syarat Partai Politik tersebut dapat diikutkan dalam penentuan
perolehan kursi. Partai Politik yang ditetapkan KPU tidak memenuhi 4% (empat
persen) tidak dapat diikutkan dalam penentuan kursi.

Bahwa Pasal 473 ayat (2) hanya mengatur yang dapat diperselisihkan ke
Mahkamah Konstitusi adalah Hasil Pemilu berupa perselisihan penetapan
perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
Padahal KPU juga menetapkan Ambang batas Parliamentry Treshold 4%
sebelum ditentukan perolehan kursi peserta pemilu. Sehingga apabila
konstruksi Pasal 473 ayat (2) dipertahankan maka Partai Politik yang dapat
mengajukan perselisihan hasil pemilu Anggota DPR (DPR RI) hanyalah Partai
Politik yang lolos ambang batas 4%, padahal bisa sangat mungkin partai
politik mengajukan perselisihan terkait lolos atau tidaknya ambang batas 4%.
Misalnya Partai A berdasarkan penetapan KPU memiliki ambang batas 3,6%,
maka Partai A tidak dapat mengajukan perselisihan hasil pemilu.

Bahwa Pasal 473 ayat (2) juga tidak mengatur perselisihan perolehan suara
antar calon legislatif dalam partai yang sama (perselisihan internal parpol).
Padahal perselisihan ini menentukan siapa calon legislatif yang memperoleh
suara terbanyak dan berhak atas kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota. Pengalaman di pemilu legislatif tahun 2014, banyak caleg
memperselisihkan perolehan suara caleg lainnya dalam partai yang sama.

2. Pasal 474 ayat (1) hanya membuka ruang perselisihan hasil pemilu
diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, sementara tidak memberikan
peluang Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
mengajukan langsung tanpa harus meminta tandatangan Ketua Umum
dan Sekretaris Jenderal.




Pasal 474

(1)  Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan
pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU
kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) yang dapat mengajukan perselisihan hasil
pemilu legislatif haruslah badan hukum partai politik. Ketika partai politik yang
mengajukan, maka permohonan harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal. Hal ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi calon legislatif
yang tidak mendapatkan tandatangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal karena
Mahkamah Konstitusi akan memutus Tidak Dapat Diterima N.O. (Niet Onvarkijik).
Apalagi pengajuan perselisihan hasil hanya dibatasi 3 x 24 Jam sejak
diumumkannya penetapan perolehan suara.

Bahwa untuk mempermudah pengajuan perselisihan harus dibuka juga peluang
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengajukan
langsung ke Mahkamah Konstitusi tanpa tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris

* Jenderal. Hal ini juga untuk memberikan ruang bagi Caleg yang dicuri suaranya oleh
Caleg lainnya yang memiliki kedekatan dengan Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal.

3. Pasal 523 salah rujukan Pasal

Pasal 523

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan
sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai
imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 280

&) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang :
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesiaf,

c. menghina seseorang, agana, suku, ras, golongan, calon,
dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun
masyarakat;



e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye
Peserta Pemilu;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan;

i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut
selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang
bersangkutan; dan

j- menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
kepada peserta Kampanye pemilu.

-

Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye pemilu menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta
Kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :

a. tidak menggunakan hak pilihnya
b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan
cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sabh;

c memilih Pasangan Calon tertentu;
d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
e. memilih calon anggota DPD tertentu,

dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

Bahwa Pasal 523 yang merujuk Pasal 280 ayat (1) huruf j Tidak Tepat
dikarenakan Pasal 280 ayat (1) huruf j tidak mengatur spesifikasi peristiwa
pidana menjanjikan atau memberikan dalam konteks kepemiluan. Sangatlah
sesat apabila peristiwa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
kepada peserta kampanye tidak dalam konteks kepemiluan bisa dijerat dengan
sanksi Pidana Pemilu. Sebagai contoh Pelaksana Kampanye yang memberikan
Uang kepada Peserta Kampanye untuk dibelikan air minum, apabila
menggunakan konstruksi Pasal 523 meminta tolong membelikan air minum
dapat dipidana.

Bahwa konstruksi sanksi pidana politik uang seharusnya mengikuti konstruksi
sanksi pidana Pasal 523 ayat (2) yang mengatur :

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan
sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau
materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00
(empat puluh delapan juta rupiah).




Pasal 278 ayat (2)

Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana,
peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang
menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

tidak menggunakan hak pilihnya;

memilih Pasangan Calon;

memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;

memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota tertentu; dan/atau

e. memilih calon anggota DPD tertentu

apow

4. Pasal 488 salah rujukan Pasal .

Pasal 488

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar
mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan
untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203,
dipidana dengan pidana Kurungan Maksimal 1 tahun dan Denda Rp
12.000.000 (Dua belas Juta Rupiah)

Pasal 203

Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar
mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang
diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih.

Pasal 203 justru tidak menjelaskan pengisian daftar pemilih seperti apa yang
dikatakan tidak benar. Pasal 203 justru hanya mengulang unsur Pasal 448.

Penegak hukum akan kesulitan dalam membuktikan Pasal ini dikarenakan Pasal
203 juga menjadi norma yang mandiri dan tidak bergantung (terikat) pada norma
yang lain.

Jalan keluar dari permasalahan ini adalah ekstensifikasi dalam penerapan norma
dimana Pasal 203 masih satu rumpun norma bagian kedua Daftar Pemilih dengan
Pasal 202. Keterangan tidak benar dalam hal merujuk pada Pasal 202 adalah
keterangan tidak benar terkait komponen daftar pemilih seperti

NIK,

Nama
Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Alamat

®ao o
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. Pasal 521 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 523 mengatur sanksi

pidana Pasal 280 ayat (1) huruf j

Pasal 521

Pasal 523

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim
Kampanye Pemilu yang dengan
sengaja melanggar Larangan
pelaksanaan kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf
h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp
24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah).

Pasal 280
(1) Pelaksana, peserta, dan
kampanye pemilu dilarang :
a. mempersoalkan dasar negara
Pancasila, pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk

tim

Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang

membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesiaf;

c. menghina seseorang, agana, suku,
ras, golongan, calon, dan/atau
Peserta Pemilu yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba
perseorangan ataupun masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan
kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau peserta
Pemilu yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim
Kampanye Pemilu vyang dengan
sengaja menjanjikan atau memberikan
uang atau materi lainnya sebagai
imbalan kepada peserta Kampanye
Pemilu secara langsung ataupun tidak
langsung sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh
empat juta rupiah).

Pasal 280
(2) Pelaksana, peserta, dan tim
kampanye pemilu dilarang :
a. mempersoalkan dasar negara

Pancasila, pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk

Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang

membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesiaf;

¢. menghina seseorang, agana, suku,
ras, golongan, calon, dan/atau
Peserta Pemilu yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba
perseorangan ataupun masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan
kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau  peserta
Pemilu yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan

alat peraga kampanye Peserta alat peraga kampanye Peserta
Pemilu; Pemilu;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, | h. menggunakan fasilitas pemerintah,
tempat ibadah, dan tempat tempat ibadah, dan tempat
pendidikan; pendidikan;
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. membawa atau menggunakan
tanda gambar dan/atau atribut
selain dari tanda gambar dan/atau
atribut peserta pemilu yang
bersangkutan; dan

j- menjanjikan atau memberikan
uang atau materi lainnya kepada
peserta Kampanye pemilu.

I. membawa atau menggunakan
tanda gambar dan/atau atribut
selain dari tanda gambar dan/atau
atribut peserta pemilu yang
bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan
uang atau materi lainnya kepada
peserta Kampanye pemilu.

. Pasal 501 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 502

Pasal 501

Pasal 502

Setiap anggota KPPS yang dengan
sengaja tidak melaksanakan
keputusan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemungutan suara ulang di
TPS dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).

Ketua dan anggota KPPS yang
dengan sengaja tidak melaksanakan
ketetapan KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan pemungutan
suara ulang di TPS, dipidana dengan
pidana penjara paling lama | (satu)
tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).

Pasal 502 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 501, pada Subyek Ketua
KPPS pastilah Anggota KPPS karena ketentuannya Ketua merangkap Anggota
KPPS

Apabila di dalam Pasal 501 menggunakan Istilah Keputusan, maka Pasal 502
menggunakan Istilah Ketetapan.

Baik pasal 501 maupun Pasal 502 mengatur peritiswa pidana yang sama yakni
sanksi pidana bagi KPPS tidak melaksanakan pemungutan suara ulang.
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7. Pasal 533 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 516 terhadap sanksi

pidana memilih lebih dari satu kali

Pasal 516

Pasal 533

Setiap orang yang dengan sengaja pada
waktu pemungutan suara memberikan
suaranya lebih dari satu kali di satu
TPS/TPSLN atau lebih, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 18
(delapan belas) bulan dan denda paling
banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas
juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja pada
saat pemungutan suara mengaku dirinya
sebogai orang lain dan/atau
memberikan suaranya lebih dari 1
(satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan
denda paling banyak Rp18.000.000,00
(delapan belas juta rupiah).

-

8. Pasal 284 yang tidak mengatur politik uang untuk memilih Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye pemilu menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta
Kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :

a. tidak menggunakan hak pilihnya
b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan
cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;

c. memilih Pasangan Calon tertentu;
d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
e. memilih calon anggota DPD tertentu,

dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

9. Bahwa Pasal-Pasal bermasalah di atas telah Nyata bertentangan dengan

Pasal

1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan :
Negara Indonesia adalah Negara Hukum;
2) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 :

Pemilihan umum dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”,

3) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :
negara kedudukannya di

Segala warga

dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya;

4) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan :
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
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Dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon diatas, Pemohon memohon
dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala
kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan
permohonan pengujian Undang-Undang ini

D.

PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan
ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (UU No 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No.6109)
Konstitusional sepanjang dimaknai :

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR,

DPD, dan DPRD secara nasional meliputi

a) Penetapan perolehan suara partai politik

b) Penetapan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang
batas 4% (empat persen)

c) perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi
perolehan kursi Peserta Pemilu.

d) Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota Terpilih

Menyatakan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (UU No 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No.6109)
Konstitusional sepanjang dimaknai :

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota
DPR, DPD, dan DPRD dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan
penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada
Mahkamah Konstitusi

Menyatakan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU No 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No.6109)

Inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
merujuk pada Pasal 284, sehingga Pasal 523 berbunyi :

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan
sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai
imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 dipidana dengan pidana
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5)

6)

8)

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp
24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menyatakan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU No 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No0.6109)
Konstitusional sepanjang dimaknai :

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye pemilu menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta
Kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :

a. tidak menggunakan hak pilihnya

b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara
tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;

memilih Pasangan Calon tertentu;

memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;

memilih calon anggota DPD tertentu; dan/atau

memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

~paon

dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

Menyatakan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU No 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No.6109)

Inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
merujuk pada Pasal 202, sehingga Pasal 488 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar
mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan
untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202,
dipidana dengan pidana Kurungan Maksimal 1 tahun dan Denda Rp
12.000.000 (Dua belas Juta Rupiah)

Menyatakan Pasal 502 Uﬁdang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU No 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No.6109)

Inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Menyatakan Pasal 521 sepanjang frasa kata “huruf j” Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7 Thn 2017, LN No
182, TLN No.6109)

Inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
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9) Menyatakan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU No 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No.6109)

Inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

10) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstit

epublik Indonesia
berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik (

aequo et bono).

Hormat Pemohon

(RAMDANSYAH, SH)

16




